
 

 
WALIKOTA PANGKALPINANG 

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 

  

 PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG  

  NOMOR 1 TAHUN 2022 
 

  TENTANG 
 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG 

NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
 

WALIKOTA PANGKALPINANG, 
 
 

Menimbang  :  a. bahwa sehubungan dengan pelaksanaan penyelenggaraan 

Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 

2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok, yang mana didalam 

penerapan sanksinya kurang maksimal dilaksanakan, 

dikarenakan denda yang ditetapkan terlalu besar;  

b.   bahwa berdasarkan aturan sebagaimana dimaksud dalam 

huruf a, maka Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang 

Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok 

perlu dilakukan perubahan; 

    c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 

Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota 

Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kawasan  

Tanpa Rokok; 

 

Mengingat  :  1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia  Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang 

Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 

55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1956 Nomor 1091),Undang-Undang Darurat Nomor 

5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia 



Tahun 1956 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 1091) dan 

Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1956 Nomor 1091) tentang Pembentukan Daerah Tingkat 

II Termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat 

I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

1821); 

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik  

Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, TambahanLembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3821); 

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak 

Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik  Indonesia 

Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3886); 

5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang 

Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 

(Lembaran Negara Republik  Indonesia Tahun 2000 

Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4033); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik  

Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 

2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran 

Negara Republik  Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5606); 

7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik  

Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 



8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan 

Ruang (Lembaran Negara Republik  Indonesia Tahun 

2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang 

Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik  Indonesia Tahun 

2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6573); 

9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara 

Republik  Indonesia Tahun 2007 Nomor 61, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 

10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang 

Kesehatan (Lembaran Negara Republik  Indonesia Tahun 

2009 Nomor 144, TambahanLembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5063), sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang 

Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik  Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6573); 

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, TambahanLembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang 

Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 36, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4276); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang 

Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif 

Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, 



Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5380); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 

2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6402); 

15. Peraturan Daerah Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang 

Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok 

(Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2015 

Nomor 01); 

16. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 

Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota 

Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 18), sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota 

Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran 

Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2020 Nomor 1); 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 



 Dengan Persetujuan Bersama 
 

 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PANGKALPINANG 

 dan 

 WALIKOTA PANGKALPINANG 

 
 MEMUTUSKAN: 

 
Menetapkan   : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG NOMOR 1 

TAHUN 2015 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK. 

 

         Pasal I 

 
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota 

Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa 

Rokok (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2015 

Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang 

Nomor 1) diubah sebagai berikut: 

 

1. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

     Pasal 7 

(1) Setiap Orang dan atau Badan dilarang: 

a. merokok di Kawasan Tanpa Rokok;  

b. mempromosikan, mengiklankan, menjual dan 

membeli rokok di Kawasan Tanpa Rokok; 

c. larangan menjual dan membeli sebagaimana 

dimaksud pada huruf b dikecualikan untuk 

tempat umum yang memiliki ijin untuk menjual 

rokok. 

(2) Pimpinan atau penanggungjawab Kawasan Tanpa 

Rokok dapat dikenakan sanksi administratif berupa: 

a. teguran lisan; 

b. teguran tertulis; 

c. penghentian sementara kegiatan; dan 

d. pencabutan izin. 

(3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan 

oleh Walikota atau Pejabat yang berwenang. 

 

 



2. Ketentuan Pasal 12 ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat 

(3) sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut: 

 
    Pasal 12 

(1) Pembinaan pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok dalam 

rangka pengembangan kemampuan masyarakat untuk 

berperilaku hidup sehat. 

(2) Pembinaan pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok 

dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai bidang 

tugasnya dan wewenangnya dibawah koordinasi Dinas 

Kesehatan. 

(3) Pembinaan pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok 

membentuk Satuan Tugas (Satgas) Kawasan Tanpa 

Rokok di Perangkat Daerah masing-masing, baik 

Pemerintah maupun Swasta. 

 

3. Pasal 19 dihapus. 

4. Ketentuan ayat (1) Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi 

sebagai berikut: 

    Pasal 21 

(1) Setiap orang atau Badan yang sengaja atau karena 

kelalaiannya melanggar ketentuan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8, dikenakan 

pidana denda sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu 

rupiah). 

(2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

adalah pelanggaran. 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 



 Pasal II 
 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya 

dalam Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang. 

 

  Ditetapkan di Pangkalpinang 
  pada tanggal 28 Maret 2022 
 

  WALIKOTA PANGKALPINANG, 
  

                                                                                 dto 
 
 

  MAULAN AKLIL 
 

Diundangkan di Pangkalpinang 

pada tanggal 28 Maret 2022 
 

SEKRETARIS  DAERAH  

KOTA PANGKALPINANG, 
 
 

             dto 
 

RADMIDA DAWAM 
 
 

LEMBARAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2022 NOMOR 23 
 

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG (1.7/2022) 
 

 


